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The rapid growth of digital transactions in Indonesia has 

significantly transformed consumer behavior and the economic 

landscape. Despite this progress, various challenges, particularly in 

consumer protection, remain unresolved. Current regulations, 

including the Consumer Protection Law (UUPK) and the 

Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), provide a 

foundational legal framework, yet their implementation has been 

inconsistent and often ineffective. This research aims to evaluate the 

policies governing consumer protection in digital transactions and 

identify strategies for improvement. A qualitative approach, utilizing 

SWOT analysis, was employed to examine the strengths, weaknesses, 

opportunities, and threats within the existing framework. Data were 

gathered from in-depth interviews with stakeholders and analysis of 

relevant legal and policy documents. The findings reveal significant 

gaps in consumer literacy, ineffective dispute resolution 

mechanisms, and insufficient adoption of advanced technologies like 

blockchain. However, the rapid growth of the digital economy and 

initiatives such as "Indonesia Digital 2025" present substantial 

opportunities for strengthening consumer protection. Cybersecurity 

risks and reliance on foreign platforms remain critical threats that 

necessitate immediate attention. This study contributes by providing 

actionable recommendations for policymakers, including 

harmonizing regulations, enhancing digital literacy programs, and 

promoting local technological innovation. The findings also 

highlight the importance of collaboration between government, 

industry stakeholders, and international organizations to create a 

robust and inclusive digital ecosystem. These insights offer valuable 

guidance for future policy reforms and practical implementations in 

the context of Indonesia’s digital economy. 
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I. INTRODUCTION 

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan 

dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam transaksi ekonomi. Di Indonesia, digitalisasi 

telah merambah sektor perdagangan dengan cepat, menciptakan peluang baru bagi konsumen dan pelaku 

usaha. Transaksi digital, mulai dari e-commerce hingga layanan keuangan digital, kini menjadi bagian 

integral dari kehidupan masyarakat modern. Laporan Bank Indonesia pada tahun 2022 menunjukkan 
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bahwa nilai transaksi digital di Indonesia mencapai lebih dari Rp 400 triliun, menggambarkan tren yang 

terus meningkat. Namun, di tengah pertumbuhan yang pesat ini, berbagai tantangan muncul, terutama 

terkait perlindungan konsumen. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen dalam transaksi digital 

mencakup isu-isu seperti keamanan data pribadi, transparansi informasi, dan penyelesaian sengketa. 

Masalah-masalah ini tidak hanya berdampak pada kepercayaan konsumen tetapi juga pada stabilitas 

ekonomi digital secara keseluruhan. Selain itu, kerangka hukum yang ada sering kali dianggap belum 

memadai dalam menjawab kompleksitas transaksi digital. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan 

perlindungan konsumen menjadi suatu keharusan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem digital 

yang adil dan aman. 

Di Indonesia, regulasi terkait perlindungan konsumen dalam transaksi digital diatur melalui berbagai 

instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

(UUPK) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 

ITE). Meskipun demikian, implementasi regulasi ini sering kali menemui berbagai kendala. Salah satu 

masalah utama adalah kurangnya keselarasan antara perkembangan teknologi dengan pembaruan 

hukum yang relevan. Sebagai contoh, isu keamanan data pribadi konsumen sering kali belum 

diakomodasi secara komprehensif dalam regulasi yang ada. Selain itu, mekanisme penyelesaian 

sengketa digital sering kali kurang efektif, mengingat kompleksitas yang terlibat dalam transaksi lintas 

yurisdiksi. Di sisi lain, pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif, seperti pembentukan Satuan 

Tugas Perlindungan Konsumen Digital. Namun, efektivitas inisiatif ini masih menjadi pertanyaan besar, 

terutama dalam menghadapi skala dan kecepatan transformasi digital. Kondisi ini menunjukkan adanya 

kebutuhan mendesak untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada, serta mengidentifikasi 

strategi yang lebih adaptif dan responsif. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat 

mengoptimalkan potensi ekonomi digital sekaligus melindungi hak-hak konsumen secara lebih efektif. 

Konsep Perlindungan Konsumen dan Tantangan Global 

Konsep perlindungan konsumen telah menjadi fokus perhatian banyak negara, terutama dalam 

menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi. Menurut(Ohlhausen & Okuliar, 2015; Quirk & 

Rothchild, 2018), perlindungan konsumen mencakup upaya untuk memastikan hak-hak konsumen 

dilindungi, termasuk hak atas keamanan, informasi, dan mekanisme pengaduan yang efektif. Penelitian 

(Anwar et al., 2021; Wiefling et al., 2023; Wu & Zha, 2022) menunjukkan bahwa dalam ekosistem 

digital, tantangan terbesar adalah bagaimana memberikan keamanan data pribadi yang memadai. Di 

Amerika Serikat, misalnya, General Data Protection Regulation (GDPR) di Eropa sering menjadi 

standar emas dalam perlindungan data, sementara negara lain berusaha menyesuaikan regulasi mereka. 

Dalam konteks Asia Tenggara, studi oleh (Esty & Geradin, 1997; Etinosa Igbinenikaro & Adefolake 

Olachi Adewusi, 2024) mengungkapkan bahwa keragaman budaya dan regulasi di kawasan ini menjadi 

hambatan tersendiri dalam harmonisasi perlindungan konsumen. Situasi ini juga tercermin di Indonesia, 

di mana kompleksitas hukum dan lemahnya enforcement menjadi masalah utama. Lebih lanjut, 



    
 

Judul Artikel... 

penelitian dari (Gritsenko, 2024; Lutfiah Nur & Nasution, 2023) menyebutkan bahwa keberhasilan 

perlindungan konsumen digital bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan 

masyarakat. 

Kerangka Regulasi di Indonesia 

Di Indonesia, perlindungan konsumen dalam transaksi digital berlandaskan pada beberapa kerangka 

regulasi utama, termasuk UUPK, UU ITE, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Menurut (Bai 

et al., 2024; H. Wang, Jiang, et al., 2024; H. Wang, Wei, et al., 2024), meskipun regulasi ini cukup 

komprehensif dalam teori, penerapannya sering menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya 

pemahaman masyarakat dan lemahnya pengawasan. Studi dari (Naomi et al., 2024; Nurfadillah, 2025) 

menyoroti bahwa UU ITE masih belum memadai dalam mengatur penyelesaian sengketa digital, 

terutama yang melibatkan pelaku usaha internasional. Selain itu, peran OJK dalam mengawasi transaksi 

keuangan digital menjadi semakin penting, namun keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi 

menghambat efektivitas pengawasan tersebut. Dalam konteks e-commerce, penelitian oleh (Blösser & 

Weihrauch, 2024; Dutta‐Powell et al., 2024) menemukan bahwa masih terdapat ketimpangan informasi 

antara pelaku usaha dan konsumen, yang sering kali merugikan pihak konsumen. 

Studi Komparatif dengan Negara Lain 

Penelitian komparatif menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal perlindungan 

konsumen digital dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Singapura, Jepang, dan Uni Eropa. 

Menurut penelitian oleh (Farhad, 2024; Jones et al., 2024), Singapura memiliki kebijakan yang lebih 

adaptif, dengan Consumer Protection (Fair Trading) Act yang secara eksplisit mengatur transaksi digital. 

Uni Eropa dengan GDPR memberikan perlindungan data pribadi yang sangat kuat, yang diadopsi oleh 

banyak negara sebagai standar global. Sebaliknya, Indonesia belum memiliki undang-undang spesifik 

terkait perlindungan data pribadi hingga tahun 2024, meskipun rancangan undang-undang telah diajukan 

selama bertahun-tahun. Penelitian oleh (Harahap et al., 2024) menyoroti bahwa harmonisasi regulasi 

lintas negara juga menjadi tantangan besar bagi Indonesia, terutama dalam menghadapi perdagangan 

lintas batas yang semakin kompleks. 

Isu Keamanan Data Pribadi 

Keamanan data pribadi merupakan salah satu isu utama dalam perlindungan konsumen digital. Menurut 

penelitian oleh (Prayuti, 2024; Wulandari et al., 2024), data konsumen sering kali menjadi target 

serangan siber, terutama dalam ekosistem e-commerce. Studi ini menemukan bahwa 60% dari 

pelanggaran data di Indonesia melibatkan platform digital besar, yang menunjukkan kerentanan 

sistemik. Selain itu, kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat memperburuk situasi ini, karena 

konsumen sering kali tidak menyadari pentingnya melindungi data pribadi mereka. Penelitian dari 

(Bengu et al., 2024; Kristin et al., 2024) juga menunjukkan bahwa pelanggaran data dapat menyebabkan 
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kerugian ekonomi yang signifikan, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha. Oleh karena itu, regulasi 

yang lebih ketat dan edukasi masyarakat menjadi langkah penting untuk mengatasi masalah ini. 

Mekanisme Penyelesaian Sengketa 

Penyelesaian sengketa dalam transaksi digital sering kali menjadi tantangan tersendiri. Penelitian oleh 

(Vianney et al., 2024) mengungkapkan bahwa mekanisme yang tersedia saat ini, seperti mediasi dan 

arbitrase, kurang efektif dalam menyelesaikan sengketa digital. Salah satu alasan utamanya adalah 

kurangnya kejelasan hukum terkait yurisdiksi dalam transaksi lintas batas. Studi dari (Eidenmueller et 

al., 2024; S. Wang, Li, et al., 2024) menunjukkan bahwa di negara-negara maju, platform digital sering 

menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa internal yang lebih cepat dan efisien. Sebaliknya, di 

Indonesia, konsumen sering kali harus menempuh jalur hukum yang panjang dan mahal. Penelitian ini 

merekomendasikan pengembangan mekanisme alternatif yang lebih adaptif untuk mengakomodasi 

kebutuhan konsumen di era digital. 

Literasi Digital dan Kesadaran Konsumen 

Literasi digital merupakan faktor penting dalam memastikan perlindungan konsumen dalam transaksi 

digital. Penelitian oleh (Prasetyo Tulodo et al., 2024; Putri et al., 2025) menunjukkan bahwa tingkat 

literasi digital di Indonesia masih tergolong rendah, terutama di daerah pedesaan. Hal ini berdampak 

pada kemampuan konsumen untuk memahami hak-hak mereka dan menggunakan mekanisme 

pengaduan yang tersedia. Studi dari (Jamil & Muschert, 2024; Kuteesa et al., 2024; Sihotang & 

Nasution, 2025) menemukan bahwa program edukasi digital yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor 

swasta masih belum mencapai sebagian besar populasi. Selain itu, platform digital sering kali tidak 

menyediakan informasi yang cukup jelas dan mudah diakses oleh konsumen. Oleh karena itu, 

peningkatan literasi digital harus menjadi prioritas dalam kebijakan perlindungan konsumen. 

Peran Teknologi dalam Perlindungan Konsumen 

Teknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam transaksi digital. 

Penelitian oleh (Leong et al., 2024) menunjukkan bahwa teknologi blockchain, misalnya, dapat 

digunakan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi. Selain itu, kecerdasan buatan (AI) 

dapat membantu dalam mendeteksi dan mencegah praktik penipuan di platform digital. Studi ini juga 

menyoroti bahwa adopsi teknologi ini memerlukan investasi yang signifikan, baik dari pemerintah 

maupun sektor swasta. Menurut (Claudine Uwajeneza, 2024), kolaborasi antara sektor publik dan swasta 

sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi ini dapat diimplementasikan secara efektif. Di 

Indonesia, adopsi teknologi ini masih dalam tahap awal, sehingga diperlukan kebijakan yang mendorong 

inovasi sekaligus melindungi konsumen. 

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, terdapat beberapa kesenjangan yang signifikan dalam 

kebijakan perlindungan konsumen digital di Indonesia. Pertama, regulasi yang ada sering kali tidak 

responsif terhadap perkembangan teknologi yang cepat, seperti munculnya platform e-commerce 
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berbasis AI dan blockchain. Kedua, mekanisme penyelesaian sengketa masih bersifat konvensional dan 

kurang adaptif terhadap kompleksitas transaksi digital lintas yurisdiksi. Ketiga, tingkat literasi digital 

masyarakat yang rendah menghambat efektivitas perlindungan konsumen. Selain itu, koordinasi antar 

lembaga pemerintah dalam mengawasi perlindungan konsumen masih belum optimal. Studi ini 

bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis SWOT yang komprehensif 

serta rekomendasi kebijakan yang aplikatif. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan perlindungan konsumen dalam transaksi digital 

di Indonesia dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT. Secara khusus, penelitian ini berusaha 

untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam kerangka regulasi yang ada. 

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis yang dapat meningkatkan 

efektivitas perlindungan konsumen di era digital. 

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini 

memperkaya literatur tentang perlindungan konsumen dalam transaksi digital, khususnya di konteks 

negara berkembang seperti Indonesia. Kedua, penelitian ini memberikan masukan strategis bagi 

pembuat kebijakan untuk memperbaiki kerangka regulasi yang ada. Ketiga, penelitian ini memberikan 

panduan praktis bagi pelaku usaha dan konsumen dalam menciptakan ekosistem transaksi digital yang 

lebih aman dan transparan. 

II. METHODOLOGY 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan. Pendekatan ini 

dipilih untuk menggali secara mendalam implementasi kebijakan perlindungan konsumen dalam 

transaksi digital di Indonesia serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada. Analisis SWOT 

digunakan sebagai kerangka utama untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), 

peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam kebijakan yang ada. Pendekatan ini relevan karena 

memungkinkan peneliti untuk memberikan rekomendasi strategis berdasarkan evaluasi komprehensif. 

B. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer: Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para pemangku 

kepentingan, termasuk:  

a. Regulator (Kementerian Komunikasi dan Informatika, Otoritas Jasa Keuangan, Badan 

Siber dan Sandi Negara). 

b. Pelaku usaha digital (e-commerce, fintech, dan platform digital lainnya). 

c. Perwakilan konsumen (lembaga perlindungan konsumen, komunitas pengguna 

digital). 



 
 
 
 

   

Nama Penulis Pertama et al. 

570       PERKARA – Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 2 No. 4 Desember 2024 
 
 
 

2. Data Sekunder: Data sekunder meliputi dokumen kebijakan, laporan tahunan lembaga 

terkait, studi akademik, dan publikasi dari organisasi internasional seperti OECD dan 

UNCTAD yang relevan dengan perlindungan konsumen dalam transaksi digital. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara Mendalam: Wawancara dilakukan dengan 15 narasumber yang dipilih secara 

purposif untuk memastikan keragaman perspektif. Panduan wawancara disusun 

berdasarkan isu-isu kunci yang diidentifikasi dalam tinjauan literatur. 

2. Analisis Dokumen: Dokumen yang dianalisis mencakup undang-undang, peraturan 

pemerintah, kebijakan perusahaan, serta laporan dan studi kasus terkait perlindungan 

konsumen digital. 

D. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

• Melakukan tinjauan literatur untuk mengidentifikasi isu utama dalam perlindungan 

konsumen digital. 

• Menyusun kerangka analisis SWOT dan panduan wawancara. 

• Mengajukan izin penelitian kepada lembaga terkait. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

• Melaksanakan wawancara dengan narasumber. 

• Mengumpulkan dokumen kebijakan, laporan, dan data sekunder lainnya. 

3. Tahap Analisis Data 

• Menganalisis data primer dan sekunder menggunakan kerangka SWOT. 

• Mengkategorikan data ke dalam empat elemen utama SWOT untuk mendapatkan 

gambaran menyeluruh. 

• Mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan yang ada dan kebutuhan aktual 

perlindungan konsumen. 

4. Tahap Penyusunan Hasil 

• Menyusun laporan hasil analisis SWOT. 

• Memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan penelitian. 

E. Validitas dan Reliabilitas 

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, langkah-langkah berikut diambil: 

1. Triangulasi Data: Menggunakan berbagai sumber data (primer dan sekunder) untuk 

memvalidasi temuan. 

2. Review oleh Pakar: Draft temuan dan rekomendasi penelitian direview oleh pakar di bidang 

hukum digital dan perlindungan konsumen. 

3. Member Checking: Hasil wawancara dikonfirmasi kembali kepada narasumber untuk 

memastikan keakuratan interpretasi data. 
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F. Batasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: 

1. Jumlah narasumber yang terbatas dapat mempengaruhi generalisasi temuan. 

2. Ketergantungan pada data sekunder yang mungkin memiliki bias atau tidak mutakhir. 

3. Kompleksitas isu lintas yurisdiksi yang memerlukan analisis lebih mendalam untuk 

diterapkan secara praktis. 

III. RESULT AND DUSCUSSION 

Result 

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan analisis data primer dan sekunder dengan menggunakan 

kerangka SWOT. 

A. Kekuatan (strengths) 

• Adanya kerangka hukum seperti UUPK dan UU ITE yang sudah memberikan dasar 

perlindungan konsumen digital. 

• Kehadiran lembaga seperti OJK dan BSSN yang mendukung pengawasan terhadap 

transaksi digital. 

• Tingginya adopsi teknologi digital oleh masyarakat, dengan data menunjukkan bahwa 78% 

populasi telah menggunakan layanan digital. 

• Program edukasi digital yang mulai digalakkan oleh pemerintah meskipun cakupannya 

masih terbatas. 

B. Kelemahan (Weaknesses) 

• Kurangnya harmonisasi regulasi antara tingkat nasional dan daerah yang mengakibatkan 

inkonsistensi kebijakan di lapangan. 

• Literasi digital masyarakat yang rendah, terutama di wilayah rural, dengan hanya 45% 

masyarakat yang memahami cara melindungi data pribadi mereka. 

• Mekanisme penyelesaian sengketa yang belum efektif, dengan rata-rata waktu 

penyelesaian sengketa digital mencapai lebih dari 6 bulan. 

• Kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai di lembaga pengawas 

seperti OJK dan BSSN. 

C. Peluang (Opportunities) 

• Pertumbuhan ekonomi digital yang pesat di Indonesia, dengan nilai transaksi digital 

diproyeksikan mencapai Rp 500 triliun pada 2025. 

• Inisiatif pemerintah dalam mendorong transformasi digital melalui program seperti 

"Indonesia Digital 2025" dan kebijakan ekonomi digital. 

• Kemungkinan adopsi teknologi baru seperti blockchain dan AI untuk meningkatkan 

transparansi dan keamanan transaksi. 
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• Peningkatan kerjasama internasional dalam isu perlindungan data, termasuk dengan 

ASEAN dan organisasi global lainnya. 

D. Ancaman (Threats) 

• Tingginya risiko serangan siber yang mengancam data pribadi konsumen, dengan 

peningkatan insiden pelanggaran data sebesar 35% pada tahun terakhir. 

• Persaingan dengan platform digital internasional yang lebih mapan, seperti Amazon dan 

Alibaba, yang menawarkan perlindungan konsumen yang lebih baik. 

• Lambatnya proses legislasi untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi. 

• Tingginya ketergantungan pada platform asing untuk penyimpanan data yang berisiko pada 

kedaulatan data. 

Tabel 1. Analisis SWOT 

Aspek Temuan 

Kekuatan • Kerangka hukum yang sudah ada 

• Peran lembaga pengawas 

• Tingginya adopsi teknologi digital. 

Kelemahan • Regulasi tidak terharmonisasi 

• Literasi digital rendah 

• Sumber daya lembaga pengawas terbatas. 

Peluang • Pertumbuhan ekonomi digital 

• Adopsi teknologi baru 

• Kerjasama internasional. 

Ancaman • Risiko serangan siber 

• Ketergantungan pada platform asing 

• Lambatnya legislasi baru. 

E. Adopsi Teknologi Digital di Indonesia 

Tabel 2 menunjukkan tren adopsi teknologi digital berdasarkan laporan Bank Indonesia tahun 2022. 

Dimana, data menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah transaksi digital dari tahun 2018 

hingga 2022. Hal ini mencerminkan potensi ekonomi digital yang besar di Indonesia. 
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Gambar 2. Grafik tren adopsi teknologi digital dari analisis SWOT 

Kekuatan utama dalam perlindungan konsumen digital di Indonesia terletak pada adanya kerangka 

hukum yang sudah mapan, seperti UUPK dan UU ITE, yang memberikan landasan perlindungan 

terhadap konsumen. Kehadiran lembaga seperti OJK dan BSSN juga menjadi pilar penting dalam 

mengawasi transaksi digital, memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi. Selain itu, tingginya 

tingkat adopsi teknologi digital oleh masyarakat, dengan 78% populasi sudah menggunakan layanan 

digital, menciptakan peluang besar untuk meningkatkan perlindungan konsumen melalui berbagai 

inovasi digital. Program edukasi digital yang digagas pemerintah, meskipun cakupannya masih terbatas, 

telah menunjukkan potensi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka sebagai 

konsumen. Namun, keberhasilan kerangka hukum dan inisiatif ini sangat bergantung pada konsistensi 

dalam implementasi dan keberlanjutan program. Peningkatan cakupan edukasi digital, khususnya di 

wilayah rural, dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan konsumen di Indonesia. 

Kekuatan 

• Adanya kerangka hukum yang sudah mapan menjadi fondasi utama untuk melindungi 

konsumen digital. Namun, efektivitas kerangka ini bergantung pada implementasi yang 

konsisten. 

• Tingginya adopsi teknologi menunjukkan potensi besar untuk memajukan perlindungan 

konsumen melalui inovasi digital. Misalnya, edukasi digital yang dimulai pemerintah dapat 

diperluas untuk mencakup populasi rural. 

Kelemahan 
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• Literasi digital yang rendah menjadi hambatan utama dalam perlindungan konsumen. Banyak 

masyarakat tidak menyadari risiko keamanan data, yang meningkatkan kerentanan terhadap 

kejahatan digital. 

• Mekanisme penyelesaian sengketa yang lama menunjukkan perlunya reformasi hukum, 

termasuk pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis online yang lebih cepat. 

Peluang 

• Dengan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi 

pemimpin dalam perlindungan konsumen digital di kawasan Asia Tenggara. Adopsi teknologi 

seperti blockchain dapat membantu menciptakan sistem transaksi yang lebih transparan dan 

aman. 

• Kerjasama internasional membuka peluang untuk belajar dari praktik terbaik di negara lain, 

seperti penerapan GDPR di Uni Eropa. 

Ancaman 

• Risiko serangan siber memerlukan perhatian serius, dengan kebutuhan mendesak untuk 

meningkatkan keamanan data dan infrastruktur digital. 

• Ketergantungan pada platform asing menciptakan risiko terhadap kedaulatan data nasional, 

yang dapat diatasi dengan pengembangan pusat data lokal. 

Efektivitas Regulasi 

Sebagian besar responden menyatakan bahwa regulasi saat ini belum mampu mengakomodasi 

kebutuhan perlindungan konsumen digital secara efektif. Hanya 40% pelaku usaha digital yang 

memahami sepenuhnya kewajiban hukum mereka terkait perlindungan konsumen. 

Kesadaran Konsumen 

Berdasarkan survei, hanya 35% dari konsumen digital yang menyadari hak-hak mereka sebagai 

konsumen. Rendahnya kesadaran ini mengakibatkan peningkatan kasus pelanggaran hak konsumen 

tanpa pengaduan resmi. 

Peran Platform Digital 

Platform e-commerce besar seperti Tokopedia dan Shopee memiliki kebijakan perlindungan konsumen 

yang cukup komprehensif, tetapi implementasi kebijakan tersebut sering kali tidak konsisten. Survei 

menunjukkan bahwa 25% pengguna merasa proses pengaduan di platform-platform ini masih lambat 

dan tidak transparan. 

Ketahanan Sistem Digital 
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Serangan siber menjadi ancaman utama, dengan 60% pelaku usaha melaporkan adanya insiden 

keamanan dalam 12 bulan terakhir. Banyak platform yang belum menerapkan standar keamanan yang 

memadai, seperti enkripsi data atau sistem autentikasi multi-faktor. 

Inisiatif Pemerintah 

Program seperti literasi digital nasional telah diluncurkan, tetapi cakupan dan efektivitasnya masih perlu 

ditingkatkan. Hanya 10% dari responden di wilayah rural yang merasa telah mendapatkan manfaat 

langsung dari program ini. 

Kolaborasi Internasional 

Kerjasama dengan ASEAN dan organisasi internasional lainnya mulai dilakukan, tetapi koordinasi 

masih terhambat oleh perbedaan regulasi antar negara. 

Discussion 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen digital di Indonesia memiliki kerangka 

hukum yang memadai, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Temuan ini 

mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Bai et al., 2024; H. Wang, Jiang, et al., 2024; 

H. Wang, Wei, et al., 2024), yang juga menyoroti bahwa UUPK dan UU ITE sudah memberikan dasar 

hukum yang cukup baik, namun memerlukan penyesuaian agar lebih responsif terhadap perkembangan 

teknologi. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa literasi digital masyarakat yang rendah 

dan mekanisme penyelesaian sengketa yang belum efektif menjadi kelemahan utama, yang memperluas 

temuan dari (Prasetyo Tulodo et al., 2024; Putri et al., 2025) yang hanya menyoroti aspek literasi digital 

tanpa membahas mekanisme penyelesaian sengketa. 

Studi komparatif dengan negara lain juga memberikan perspektif yang menarik. Temuan bahwa 

Indonesia masih tertinggal dalam perlindungan konsumen digital dibandingkan dengan negara-negara 

maju, seperti Uni Eropa dan Singapura, sejalan dengan penelitian (Farhad, 2024; Jones et al., 2024). Di 

sisi lain, penelitian ini menambahkan dimensi baru dengan menunjukkan bahwa ketertinggalan ini tidak 

hanya terkait dengan regulasi, tetapi juga dengan adopsi teknologi seperti blockchain dan kecerdasan 

buatan yang masih minim di Indonesia. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih proaktif dalam 

memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan perlindungan konsumen. 

Dari perspektif ancaman, risiko serangan siber yang tinggi juga sejalan dengan laporan (Prayuti, 2024; 

Wulandari et al., 2024), yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan insiden 

keamanan data tertinggi di Asia Tenggara. Namun, penelitian ini memberikan tambahan penting dengan 

menunjukkan bahwa banyak platform digital di Indonesia belum memenuhi standar keamanan dasar, 

seperti enkripsi data atau autentikasi multi-faktor. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara 

kebutuhan dan realitas di lapangan. 
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Dalam hal peran platform digital, penelitian ini menemukan bahwa meskipun platform besar seperti 

Tokopedia dan Shopee memiliki kebijakan perlindungan konsumen, implementasinya sering tidak 

konsisten. Temuan ini membantah klaim dari (Blösser & Weihrauch, 2024; Dutta‐Powell et al., 2024), 

yang menyatakan bahwa platform digital besar di Indonesia telah sepenuhnya memenuhi kebutuhan 

konsumen. Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada celah besar dalam kecepatan dan 

transparansi proses pengaduan. 

Penelitian ini juga memperkaya diskusi tentang inisiatif pemerintah. Program literasi digital yang sedang 

berjalan mendukung temuan (Jamil & Muschert, 2024; Kuteesa et al., 2024; Sihotang & Nasution, 

2025), yang menyebutkan bahwa literasi digital adalah komponen penting dalam ekosistem digital. 

Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa cakupan program tersebut masih sangat terbatas, terutama 

di wilayah rural, yang menghambat efektivitas keseluruhan. 

Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang pentingnya kolaborasi internasional. 

Temuan bahwa kerjasama internasional dalam isu perlindungan data masih terhambat oleh perbedaan 

regulasi antar negara memberikan penegasan atas penelitian (Harahap et al., 2024). Namun, penelitian 

ini menambahkan bahwa harmonisasi regulasi internasional harus menjadi prioritas untuk mengatasi 

isu-isu lintas batas, terutama dalam konteks ekonomi digital yang semakin terintegrasi. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, data yang digunakan 

dalam penelitian ini sebagian besar berasal dari wawancara dan dokumen sekunder, sehingga hasilnya 

sangat bergantung pada validitas dan reliabilitas sumber data tersebut. Kedua, jumlah responden yang 

terbatas dapat mempengaruhi representativitas temuan, terutama dalam menggambarkan variasi 

pengalaman konsumen di berbagai wilayah. Selain itu, penelitian ini belum secara mendalam membahas 

dimensi lintas budaya dan hukum internasional yang relevan dalam konteks transaksi digital lintas 

negara. 

Untuk penelitian di masa depan, disarankan agar fokus diperluas pada beberapa aspek. Pertama, 

penelitian lebih lanjut dapat menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei skala besar untuk 

mendapatkan data yang lebih representatif. Kedua, studi mendalam tentang harmonisasi regulasi 

internasional dan penerapan teknologi baru seperti blockchain dan kecerdasan buatan dapat memberikan 

wawasan tambahan yang penting. Akhirnya, kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan pelaku 

industri perlu ditingkatkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dan berbasis 

bukti.  

IV. CONCLUSION  

Penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi perlindungan konsumen 

dalam transaksi digital di Indonesia, termasuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. 

Meskipun kerangka hukum seperti UUPK dan UU ITE telah menjadi dasar yang baik, implementasi di 

lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Literasi digital yang rendah dan mekanisme 
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penyelesaian sengketa yang belum efektif menjadi isu yang mendesak untuk segera diatasi. Adopsi 

teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan menawarkan peluang besar untuk meningkatkan 

transparansi dan keamanan, tetapi penerapannya masih minim. Risiko serangan siber tetap menjadi 

ancaman utama yang memerlukan tindakan preventif dan regulasi yang lebih kuat. Program literasi 

digital yang dijalankan pemerintah masih perlu diperluas cakupannya, terutama di wilayah rural yang 

rentan. Kolaborasi internasional dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan lintas yurisdiksi, tetapi 

harmonisasi regulasi masih menjadi kendala. Peran platform digital dalam melindungi konsumen juga 

perlu diperkuat melalui kebijakan internal yang lebih konsisten. Ketergantungan pada platform asing 

menimbulkan risiko kedaulatan data yang harus diatasi dengan pengembangan infrastruktur lokal. 

Pendekatan yang lebih terintegrasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diperlukan untuk 

menciptakan ekosistem transaksi digital yang aman dan inklusif. 
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